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LAMPIRAN

KUTIPAN BEBERAPA PERATURAN YANG MENGATUR IKLAN BIDANG 
KESEHATAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 
TRADISIONAL

Pasal 67 

(1) 	 Penyehat tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 
wajib memasang papan nama praktik yang memuat nama, tata cara pelayanan, 
waktu pelayanan, dan STPT. 

(2) 	 Penyehat tradisional dan Panti Sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan 
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang diberikan. 

Pasal 68 

(1) 	 Tenaga kesehatan tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional 
Komplementer wajib memasang papan nama praktik yang memuat informasi 
mengenai jenis pelayanan, tempat pelayanan, jam pelayanan, dan gelar keahlian 
sesuai yang diperoleh dari institusi pendidikan. 

(2) 	 Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, jenis 
pelayanan yang diberikan, waktu praktik, dan SIPTKT. 

Pasal 69 

(1) 	 Tenaga kesehatan tradisional dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat 
melakukan iklan dan publikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. 
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LAMPIRAN

KUTIPAN BEBERAPA PERATURAN YANG MENGATUR IKLAN BIDANG 
KESEHATAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 
TRADISIONAL

Pasal 67 

(1) 	 Penyehat tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 
wajib memasang papan nama praktik yang memuat nama, tata cara pelayanan, 
waktu pelayanan, dan STPT. 

(2) 	 Penyehat tradisional dan Panti Sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan 
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang diberikan. 

Pasal 68 

(1) 	 Tenaga kesehatan tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional 
Komplementer wajib memasang papan nama praktik yang memuat informasi 
mengenai jenis pelayanan, tempat pelayanan, jam pelayanan, dan gelar keahlian 
sesuai yang diperoleh dari institusi pendidikan. 

(2) 	 Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, jenis 
pelayanan yang diberikan, waktu praktik, dan SIPTKT. 

Pasal 69 

(1) 	 Tenaga kesehatan tradisional dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat 
melakukan iklan dan publikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. 
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2) 	 Iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tradisional dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 

EMPIRIS

Pasal 37

Penyehat tradisional dan Panti Sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan 
pelayanan kesehatan tradisional empiris yang diberikan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999 

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Pasal 9 

(1) 	 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang 
dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah–olah: 

a.	 Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga 
khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karateristik tertentu, 
sejarah atau guna tertentu; 

b.	 Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru; 

c.	 Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, 
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau 
aksesori tertentu; 

d.	 Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai 
sponsor, persetujuan atau afiliasi; 

e.	 Barang dan atau jasa tersebut tersedia; 

f.	 Barang tersebut tidak mengalami cacat tersembunyi; 

g.	 Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 

h.	 Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 

i.	 Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain; 

j.	 Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak 
mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; 

k.	 Mengandung sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 

(2) 	 Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk 	
	 diperdagangkan.

(3). 	 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang 	
	 melanjutkan penawaran, ppromosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa 	
	 tersebut.

Pasal 10

	 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau 
membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

 
a. 	 harga atau tariff suatu barang dan/atau jasa;

	 b. 	 kegunaan suatu barang dan/atau jasa ;

	 c. 	 kondisi, tanggungan, jamiinan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 	

		  dan/atau jasa;

	 d. 	 tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

	 e.	  bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
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2) 	 Iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tradisional dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 

EMPIRIS

Pasal 37

Penyehat tradisional dan Panti Sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan 
pelayanan kesehatan tradisional empiris yang diberikan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999 

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Pasal 9 

(1) 	 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang 
dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah–olah: 

a.	 Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga 
khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karateristik tertentu, 
sejarah atau guna tertentu; 

b.	 Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru; 

c.	 Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, 
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau 
aksesori tertentu; 

d.	 Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai 
sponsor, persetujuan atau afiliasi; 

e.	 Barang dan atau jasa tersebut tersedia; 

f.	 Barang tersebut tidak mengalami cacat tersembunyi; 

g.	 Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 

h.	 Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 

i.	 Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain; 

j.	 Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak 
mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; 

k.	 Mengandung sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 

(2) 	 Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk 	
	 diperdagangkan.

(3). 	 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang 	
	 melanjutkan penawaran, ppromosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa 	
	 tersebut.

Pasal 10

	 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau 
membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

 
a. 	 harga atau tariff suatu barang dan/atau jasa;

	 b. 	 kegunaan suatu barang dan/atau jasa ;

	 c. 	 kondisi, tanggungan, jamiinan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 	

		  dan/atau jasa;

	 d. 	 tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

	 e.	  bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
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Pasal 12

 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosiikan atau mengiklankan 
suatu barang dan/atau jasa dengan hharga tarif khusus dalam waktu dan jumlah 
tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya 
sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. 

Pasal 13

(1).	 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan 
pemberian hadiah berupa barang dan / atau jasa lain secara Cuma-
Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak 
sebagaimana yang dijanjikan.

(2).  	 Pelakun usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, 
obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan 
dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 

Pasal 17

 
(1). 	 Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

 
a. 	 mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan 	
	 haga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang 	
	 dan/atau jasa;

b. 	 mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

c. 	 memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/
atau jasa;

d. 	 tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

e. 	 mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang 
atau persetujuan yang bersangkutan;

f. 	 melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai periklanan.

 
(2). 	 Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah 	
	 melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertangung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat 
ditimbulkan oleh iklan tersebut.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS 

Pasal 13  

Perusahaan pers dilarang memuat iklan: 

a. 	 yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu 		
	 kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan 	
	 masyarakat; 

b. 	 minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan 	
	 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. 	 peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
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Pasal 12

 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosiikan atau mengiklankan 
suatu barang dan/atau jasa dengan hharga tarif khusus dalam waktu dan jumlah 
tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya 
sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. 

Pasal 13

(1).	 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan 
pemberian hadiah berupa barang dan / atau jasa lain secara Cuma-
Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak 
sebagaimana yang dijanjikan.

(2).  	 Pelakun usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, 
obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan 
dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 

Pasal 17

 
(1). 	 Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

 
a. 	 mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan 	
	 haga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang 	
	 dan/atau jasa;

b. 	 mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

c. 	 memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/
atau jasa;

d. 	 tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

e. 	 mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang 
atau persetujuan yang bersangkutan;

f. 	 melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai periklanan.

 
(2). 	 Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah 	
	 melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertangung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat 
ditimbulkan oleh iklan tersebut.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS 

Pasal 13  

Perusahaan pers dilarang memuat iklan: 

a. 	 yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu 		
	 kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan 	
	 masyarakat; 

b. 	 minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan 	
	 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. 	 peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG PENYIARAN

Pasal 46

(1)	 Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.

(2)	 Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

(3)	 Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

a.	 promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, 
pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau 
merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau 
kelompok lain;

b.	 promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;

c.	 promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;

d.	 hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai 
agama; dan/atau

e.	 eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

(4)	 Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi 
persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.

(5)	 Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.

(6)	 Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib 
mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

(7)	 Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan 
masyarakat.

(8)	 Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% 
(dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling 

banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.

(9)	 Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta 
paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan 
untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) 
dari siaran iklannya.

(10)	 Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk 
kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.

(11)	 Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.
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2.8. Alat dan Perlengkapan Kesehatan di Rumah Tangga 

2.8.1. 	 Iklan harus sesuai dengan jenis produk yang disetujui oleh Kementerian 
Kesehatan RI, atau lembaga yang berwenang untuk itu. 

2.8.2. 	 Iklan alat kontrasepsi, alat bantu seks, dan produk-produk intim yang 
khusus untuk konsumen dewasa, harus disiarkan di media dan pada 
waktu penyiaran yang khusus untuk khalayak dewasa dan dengan selera 
dan waktu yang pantas. 

2.8.3. 	 Iklan alat kontrasepsi, alat bantu seks, dan produk-produk intim yang 
khusus untuk dewasa tidak boleh mengandung pembenaran terhadap 
perilaku seks bebas. 

2.9. Alat dan Fasilitas Kebugaran atau Perampingan 

2.9.1. 	 Iklan yang menawarkan alat atau fasilitas kebugaran atau perampingan, 
tidak boleh memberikan janji yang tidak dapat dibuktikan ataupun 
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(2)	 Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

(3)	 Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

a.	 promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, 
pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau 
merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau 
kelompok lain;

b.	 promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;

c.	 promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;

d.	 hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai 
agama; dan/atau

e.	 eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

(4)	 Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi 
persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.

(5)	 Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.

(6)	 Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib 
mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

(7)	 Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan 
masyarakat.

(8)	 Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% 
(dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling 

banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.

(9)	 Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta 
paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan 
untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) 
dari siaran iklannya.

(10)	 Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk 
kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.

(11)	 Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.
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mengabaikan efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan alat 
atau fasilitas tersebut. 

2.9.2. 	 Iklan tidak boleh menampilkan hasil yang bukan diperoleh dari 
penggunaan secara normal atau wajar produk terkait. 

2.10. Jasa Layanan Kesehatan (lihat penjelasan) 

2.10.1. 	 Jasa layanan kesehatan diperbolehkan beriklan hanya jika telah 
memperoleh izin operasional sebagai layanan kesehatan dari lembaga 
yang berwenang. 

2.10.2. 	 Jasa layanan kesehatan hanya boleh diiklankan jika ditampilkan sebagai 
entitas bisnis yang menawarkan jenis jasa dan/atau fasilitas kesehatan 
yang tersedia. (lihat penjelasan) 

2.10.3. 	 Tenaga profesional medis ataupun segala atributnya dalam iklan Jasa 
Layanan Kesehatan tidak boleh ditampilkan dalam fungsi medis.

2.10.4. 	 Jasa Layanan Kesehatan tidak boleh mengiklankan promosi penjualan 
dalam bentuk apa pun. (lihat penjelasan)

2.11. Jasa Penyembuhan Alternatif 

2.11.1. 	 Iklan penyembuhan alternatif harus mencantumkan izin dari lembaga 
yang berwenang. 

2.11.2. 	 Iklan penyembuhan alternatif tidak boleh menyalahgunakan simbol, 
ayat, atau ritual keagamaan sebagai prasyarat penyembuhannya.

2.14. Jasa Profesional 

	Profesional seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, dan lainlain hanya dapat 
mengiklankan jam praktik atau jam kerja dan pindah alamat, sesuai dengan kode 
etik profesi masing-masing.
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